
NOMOR : SP DIPA- 019.07.2.248920/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:9607-0308-4780-8719

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 01

Tanggal : 30 Desember 2025

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(07): Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

(11): SUMATERA SELATAN

: (248920) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

04 EKONOMI
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 16.187.258.000  (  ENAM BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.12.578.051.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 3.609.207.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   PALEMBANG 16.187.258.000(014)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

LUKY ALFIRMAN

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197003271995031002

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (248920)  BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG:

DS:9607-0308-4780-8719

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 1.948.980.000

EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri Rp. 1.948.980.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 14.238.278.000

WA.6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp. 14.238.278.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (248920):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026
DS:9607-0308-4780-8719

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 1.948.980.000Program :

Kegiatan 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri 1.948.980.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6077.AEC Kerja sama 1,00 11.247.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEC.002 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis 1.00 Kesepakatan 11.247.000

:

:

Kesepakatan

6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 130,00 50.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEF.I01  Sosialisasi dan Diseminasi 130.00 orang 50.000.000

:

:

orang

6077.BAD Pelayanan Publik kepada  industri 274,00 1.800.000.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAD.001 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian 100.00 Industri 900.000.000

02 BAD.004 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 30.00 Industri 100.000.000

03 BAD.005 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi 100.00 Industri 605.000.000

04 BAD.006 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri 20.00 Industri 80.000.000

05 BAD.007 Jasa Pelayanan Konsultansi 2.00 Industri 25.000.000

06 BAD.009 Jasa Pelayanan Verifikasi 2.00 Industri 40.000.000

07 BAD.010 Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal 20.00 Industri 50.000.000

:

:

Industri

6077.BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 1,00 12.733.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDI.003 Pemanfaatan Teknologi Industri 1.00 Industri 12.733.000

:

:

Industri



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (248920):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026
DS:9607-0308-4780-8719

6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan 2,00 75.000.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAH.021 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan 2.00 Unit 75.000.000

:

:

Unit

019.07.WA Program Dukungan Manajemen 14.238.278.000Program :

Kegiatan 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 14.238.278.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,00 14.080.105.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 85.000.000

02 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 6.968.000

03 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 13.988.137.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2,00 30.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.00 Unit 30.000.000

:

:

Unit, m2, Paket

6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 168,00 65.554.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 84.00 Layanan 3.554.000

02 EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 84.00 Layanan 62.000.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 8,00 62.619.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.003 Layanan Kinerja Satker 1.00 Layanan 9.746.000

02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5.00 Dokumen 4.873.000

03 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Dokumen 27.958.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (248920):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026
DS:9607-0308-4780-8719

Layanan Manajemen Kinerja Internal

04 EBD.975 Layanan Manajemen Kinerja 1.00 Layanan 20.042.000

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

EMMY SURYANDARI
NIP. 197505112005022001

Jakarta, 01 Desember 2025

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (248920):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026
DS:9607-0308-4780-8719

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.187.258.000

12.578.051.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (248920): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9607-0308-4780-8719

248920 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG 11.576.301 4.505.957 105.000 - - 16.187.258

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - 1.873.980 75.000 - - 1.948.980

6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri - 1.873.980 75.000 - - 1.948.980

6077.AEC Kerja sama - 11.247 - - - 11.247 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 11.247- 01411.247 -RM01

6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi - 50.000 - - - 50.000 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 50.000- 01450.000 -PNBP04 @

6077.BAD Pelayanan Publik kepada  industri - 1.800.000 - - - 1.800.000 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 1.800.000- 0141.800.000 -PNBP04 @

6077.BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri - 12.733 - - - 12.733 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)



NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (248920): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9607-0308-4780-8719

-- 12.733- 01412.733 -RM01

6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan - - 75.000 - - 75.000 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-75.000 75.000- 014- -PNBP04 @

019.07.WA Program Dukungan Manajemen 11.576.301 2.631.977 30.000 - - 14.238.278

6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan
Jasa Industri

11.576.301 2.631.977 30.000 - - 14.238.278

6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 11.576.301 2.503.804 - - - 14.080.105 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 12.535.89811.576.301 014959.597 -RM01

-- 1.544.207- 0141.544.207 -PNBP04 @

6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 30.000 - - 30.000 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-30.000 30.000- 014- -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (248920): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (019)

(07)

(11)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SUMATERA SELATAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9607-0308-4780-8719

6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 65.554 - - - 65.554 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 3.554- 0143.554 -RM01

-- 62.000- 01462.000 -PNBP04 @

6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 62.619 - - - 62.619 11 51.

(11.51  SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)

-- 14.619- 01414.619 -RM01

-- 48.000- 01448.000 -PNBP04 @

JUMLAH 11.576.301 4.505.957 105.000 - - 16.187.258

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

EMMY SURYANDARI

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

ttd.

NIP. 197505112005022001

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

(11)

Unit Organisasi

(248920)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri(07)

Kode/Nama Satker

(019)

:

:

SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9607-0308-4780-8719
NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026

2489201. BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG

1.278.6311.306.7931.897.267 1.206.0351.884.787 16.187.2581.020.593 1.213.611 1.294.9861.255.8521.239.041 1.267.8421.321.820RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 856.759 11.576.301856.759 1.500.000 856.759 856.759 856.759 1.500.000 856.759 856.759 856.759 856.759 865.468

BELANJA BARANG 163.834 4.505.957356.413 364.061 375.560 436.338 456.365 384.787 356.852 421.871 438.226 411.083 340.567

BELANJA MODAL 0 105.00025.870 33.207 23.533 13.696 8.696 0 0 0 0 0 0

019.07.EC.6077 Pengembangan dan
Penyelenggaraan Jasa Industri

159.975 221.331163.238182.817202.465139.992161.652155.644166.333162.323160.78872.422 1.948.980

52 BELANJA BARANG DAN JASA 72.422 1.873.980134.105 133.832 147.541 162.638 151.948 161.652 139.992 202.465 182.817 163.238 221.331

53 BELANJA MODAL 0 75.00025.870 26.957 14.783 3.696 3.696 0 0 0 0 0 0

019.07.WA.6042 Pengelolaan Manajemen
Kesekretariatan Bidang
Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri

1.079.066 984.7041.104.6041.112.1691.076.1661.073.6191.723.1351.166.1761.140.4591.093.5281.736.479948.171 14.238.278

51 BELANJA PEGAWAI 856.759 11.576.301856.759 1.500.000 856.759 856.759 856.759 1.500.000 856.759 856.759 856.759 856.759 865.468

52 BELANJA BARANG DAN JASA 91.412 2.631.977222.307 230.229 228.019 273.700 304.417 223.135 216.860 219.407 255.410 247.845 119.236

53 BELANJA MODAL 0 30.0000 6.250 8.750 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0

370.000320.000210.000 366.000445.000 3.800.000200.000 370.000 362.000225.000241.000 371.000320.000PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425283) 180.000 3.211.000200.000 180.000 180.000 250.000 250.000 320.000 330.000 330.000 330.000 331.000 330.000

- PNBP (425421) 10.000 241.00021.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

- PNBP (425692) 10.000 348.00020.000 10.000 20.000 50.000 50.000 100.000 20.000 20.000 12.000 20.000 16.000

EMMY SURYANDARI
NIP. 197505112005022001

Jakarta, 01 Desember 2025

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[07]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

SUMATERA SELATAN

[248920]

[11]

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG:

[019]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 019.07.2.248920/2026
DS:9607-0308-4780-8719

Halaman : IV.A. 1

248920 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

996.495Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

985.99552 Belanja Barang Rp.

10.50053 Belanja Modal Rp.

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.863

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 15.125

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.400

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 28.148

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 140.129

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6077.BAD Pelayanan Publik kepada  industri

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 29.900

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522161 Belanja Jasa kepada BLU  dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.550

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 68.557

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.737

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 437.325

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 22.200

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
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532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.500

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

019.07.WA Program Dukungan Manajemen

6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

521111 Belanja Keperluan Perkantoran(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 22.459

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.600

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.236

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 55.120

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(PNBP)

6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 14.224

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 22.800

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 24.114

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.950

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.040

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.500

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
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522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.150

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.100

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.714

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.300

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 14.754

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

EMMY SURYANDARI
NIP. 197505112005022001
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